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satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Berangkat dari ketertarikan punulis
terhadap fenomena pembangunan yang ada di daerah dan desa, dan pengalaman
selama empat tahun mengabdikan diri kepada desa melalui organisasi kepemudaan
Karang Taruna desa maka penulis mengambil judul "KETIDAKSELARASAN Uu
NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH
MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA"

Dalam sejarah pengaturanya, pengaturan tentang penyelenggaraan
pemenntahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan
perkembangan masyarakat. Ide-ide untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terwujud dengan lahimya undang-undang
baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan fondasi dasar terkait
dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa ditemukan adanya beberapa
fenomena seperti bias perkotaan dalam pembangunan desa dan fenomena patolog
atau gangguan dalam pembangunan desa. Dengan menguatnya komitmen
pemerintah untuk membangun desa melalui NAWACITA", pada urutan ke-3 yaitu,
"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka Negara Kesatuan". Dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus
karena adanya patologi pembangunan desa yang cukup memengaruhi akseleras:
pembangunan desa. Walaupun terjadi kondisi patologis, namun pembangunan
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ABSTRAK

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan Desa
mempunyai kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan desa untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga
perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa ada beberapa pasal yakni pasal 112 hingga pasal 115 yang
menunjukan peran pentingnya Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan
desa. Namun Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang
menjadi salah satu dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah tidak
memberikan pengaturan yang jelas dan selaras dengan UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa, di lain sisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga
tidak mengamanatkan bagaimana bidang sektoral (Perangkat daerah) tingkat
kabupaten dapat berkoordinasi dengan desa dalam penyediaan layanan dasar
disamping memberikan pembinaan dan pengawasan (Binwas) yang bersifat teknis
kepada desa, dan hanya mengamanatkan urusan desa kepada satu bidang saja, Hal
m menyebabkan permasalahan di lapangan yang menjadikan dukungan Pemerintah
Daerah terhadap Pembangunan Desa menjadi semakin kecil.

Kata Kunci : Desa, Pemerintah Daerah, Pembangunan




ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 on Villages state that the Village has the authority 10
regulate its own household, one of which is to provide welfare for the village
community through community empowerment and village development in order to
provide a prosperous life, so it is necessary to explore the local potential of the
village. Several articles in Law Number 6 of 2014 on Villages, including Articles
112 to 115, highlight the importance of the role of Regional Governmenis. in
encouraging village development. Several articles in Law Number 6 of 2014 on
Villages, including Articles 112 to 115, highlight the importance of the role of Local
Governments in encouraging village development. Law Number 23 of 2014
concerning Local Government, which is one of the legal underpinnings for regional
government regulations, is unclear and contradicts Law Number 6 of 2014.
Furthermore, except from offering technical guidelines, Law Number 23 of 201 4
Ruling Local Government does not specify how the sectoral sector (regional
apparatus) at the district level might collaborate with villages in the provision of
basic services in addition to providing guidance and supervision, and only mandates
village affairs to one field only, this poses challenges on the ground, which reduces
local government support for village development.

Keywords: Village, Local Government, Development
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